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ABSTRAK

Pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak
pidana korupsi dianggap sebagai produk undang-undang yang dibentuk secara tergesa-
gesa. Dari aspek muatan hukum, perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
merupakan produk undang-undang yang dianggap paling kontroversial dari sekian
banyak perubahan undang-undang. Hal ini yang menyebabkan terjadinya banyak
penolakan dari masyarakat yang paling menjadi polemik adalah pembentukan Dewan
Pengawas Komisi Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai pihak menganggap,
bahwa lembaga KPK merupakan lembaga independen yang tidak bisa diintervensi oleh
siapa pun.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif.
Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumenta si dan /literatur
riview, yang mana pada pendataan tersebut tidak menggunakan angka, yakni melalui
Undang-Undang yang ada, serta dengan menguraikan data secara sistematis dan
rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan dalam objek kajian
penelitian ini.

Dewan Pengawas KPK merupakan satu kesatuan dalam kelembagaan KPK yang di
bentuk untuk menghindari ke sewenang wenangan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK). Pada BAB VA Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 di jelaskan bahwa di
bentuknya Dewan Pengawas KPK ialah untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan
wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dewan Pengawas, dimana secara eksplisit,
memiliki tugas dan kewenangan Dewan Pengawas diantaranya, Mengawasi pelaksanaan
tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Memberikan izin atau tidak
memberikan izin Penyadapan; penggeledahan, dan/atau penyitaan serta/menyusun dan
menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dewan Pengawas KPK termasuk memiliki maslahah, yang dalam hal ini termasuk
dalam kategori maslahah hajiah, hal ini didasarkan bahwa adanya Dewan Pengawas ini
dianggap hanya sebagai pelengkap terhadap KPK. Namun demikian, walaupun Dewan
Pengawas KPK memiliki maslahah hajiah penulis tetap berpandangan bahwa adanya
Dewan Pengawas KPK ini lebih banyak kemudhorotan yang ada. Artinya memang
dalam tubuh Dewan pengawas KPK ini mengandung beberapa sisi positif dan
nigatifnya, ini lebih dominan terhadap sisi nigatifnya.
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